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PD Sulteng Kolaps

NASIB Perusahaan Daerah (PD) Sulteng sungguh
memprihatinkan. Beberapa unit usaha perusahaan seperti
perbengkelan, percetakan dan rental tak jalan. Yang paling
parah, perusahaan masih terbebani utang sebesar Rp 600 juta
serta gaji karyawan tak terbayar selama satu tahun.

Oleh : AGUS PANCA SAPUTRA

Direktur Utama PD Sulteng,
Zainal Abduh didepan Panja
Tindaklanjut Temuan BPK
Deprov Sulteng sedikit ‘curhat’
mengenai perusahaannya ini.
Zainal membenarkan bahwa
utang peninggalan Dirut lama
telah mencapai Rp 600 juta.
Utang itu berasal dari pinjaman
Dirut Wildan Abdul Malik

kepada sejumlah pengusaha
eboni, kurun waktu 2006 hingga
2009. “Meski demikian, kami te-
tap mencoba membayar utang-
utang itu. Sampai sekarang,
utang yang sudah kami bayar
mencapai Rp 91 juta,” kata
Zainal kemarin (8/11).
Berbeda dengan piutang
perusahaan. Hingga kini, kata

Zainal, PD Sulteng memiliki
banyak piutang. Hanya saja,
penagihannya sulit dilakukan,
karena piutang tersebut telah
berumur puluhan tahun.

“Waktu PD Sulteng masih’

mengurus eboni, banyak pengu-
saha yang berhutang dokumen
kepada PD Sulteng. Sayangnya
banyak yang belum bayar,”
tuturnya.

Terkait gaji karyawan, Zainal
Abduh mengakui bahwa gaji
karyawan sudah tidak terbayar-
kan sejak Oktober 2010.

“Yah, sekarang kondisinya
seperti ini. Saya juga tidak bisa
paksakan mereka bekerja
penuh, karena mereka juga
harus memenuhi kebutuhan
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hidupnya,” sebutnya.

Ditanya tentang operasional
perusahaan, Zainal mengaku
proses administrasi di kantor itu
tetap jalan. Namun beberapa
unit usaha, seperti percetakan,
perbengkelan dan rental sudah
tidak beroperasi. Apalagi,
sambungnya, PD Sulteng sudah
tidak mendapat penyertaan
modal dari pemerintah sejak

tahun 2008. Selain itu, PD
Sulteng juga tidak didukung
oleh sumber daya manusiayang
memadai. Sebab, beberapa
manager perusahaan sudah tak
lagi menjabat.
‘Adayangsudahmeninggaladapuh
yang sudah keluar: Kami sebenarmya
ingin merekrut manager atau
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konsultan, tapi terkendala anggaran,” katanya.
Dari segi kelayakan usaha, lanjut Zainal, PD
Sulteng memang kalah bersaing dengan
perusahaan lain. Untuk percetakan, mesin cetak
PD Sulteng hanya buatan tahun 1970-an dan
belum memiliki mesin potong elektrik. Berbeda
dengan PNRI yang mesin cetaknya berkualitas.
Terlebih lagi; PD Sulteng tidak pernah mendapat
paket proyek dari pemerintah, sehingga
pendapatan PD Sulteng sangat minim.

“Pada zaman Aminuddin sebagai gubernur lalu,
20 persen cetakan setiap SKPD harus diserahkan
kepada PD Sulteng, sehingga waktu itu, PD
Sulteng punya pendapatan bagus. Tapi sekarang
ini tidak ada. Kami terakhir dapat proyek cetakan
naskah UN, itupun operasionalnya tinggi. Ya,
karena keterbatasan itu tadi,” sebut dia.

Sebenarnya, kata Zainal, pihaknya ingin
mengundurkan diri sejak tahun lalu. Namun

Gubernur Paliudju melarangnya. Dia mengaku
sangat galau, karena maju tapi tak disokong dana,
mundur juga dilarang.

JALAN KELUAR
Meski demikian, sambung Zainal, PD Sulteng
masih memiliki harapan, dengan tiga catatan.
Pertama, Perda nomor 2 tahun 2002 tentang PD
Sulteng direvisi. Menurut Zainal, Perda ini sangat
mengekang perusahaan tersebut, karena PD
Sulteng tidak diperkenankan merekrut investor dari
luar. Kedua, otoritas gubernur terlalu tinggi. Setiap
kebijakan PD.Sulteng harus sepersetujuan
gubernur. Inilah, kata dia, yang membuat PD
Sulteng tidak bisa berkembang jauh. Dan ketiga,
sambungnya, operasional (Anggaran) PD Sulteng
ditinggikan. Jika tiga ini dilakukan, Zainal yakin PD
Sulteng bisa berbuat banyak.
Terkait dengan harapan Zainal Abduh itu, Panja

sambungan dari hal. 1

Tindaklanjut Temuan BPK Deprov Sulteng menga-
ku akan memperjuangkannya. Anggota Panja,
Irwanto Lubis mengaku akan merevisi Perda
tersebut. “lya, pasti kita revisi itu. Karena
kedatangan kami kesini (kantor PD Sulteng) bukan
untuk menekan, tetapi membantu mencarikan
jalan keluar,” katanya diamini Mulyani Ladwan.

Selain merevisi Perda, Panja juga akan
memperjuangkan anggaran untuk PD Sulteng,
khususnya gaji karyawan.

“Ini menyangkut hak hidup orang, jadi kita akan
perjuangkan,” kata Baso Opu.

Ketua Panja As'ad Lawali bersama anggota
Panja,. Verawati Mastura, Listiawati, Nyoman
Slamet, Baso Opu, Irwanto Lubis dan Mulyani
Ladwan usai kunjungan mengaku akan
melanjutkan tugasnya dengan menghadirkan
pimpinan unit usaha PD Sulteng, PT Tompotika,
Arifin Sunusi. us




